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ANALISIS HUKUM INTERAKSI DOKTER
DENGAN PASIEN
DALAM PELAYANAN MEDIS

Abstract :

The relation interaction between doctor and patient in medical service, known
as therapeutic transaction, is based on the lrust of patients to doctors. The
position of doctors is higher than the patients - called paternalistic nature. Jt is,
then, shifted to a horizontal contractual pattern {inspanningsverbintem’s), which
can jead dispute between doctor and patient.

Hubungan interaksi antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medis yang
dikenal dengan istilah transaksj terapeutik, yang didasarkan pada kepercayaan
dari pasien kepada dokter. Kedudukan dokter lebih tinggi daripada pasien yang
melahirkan sifat paternalistik. Kemudian bergeser kepada pola horizontal
Kontraktual yang bersifat inspanningsverbintenis, yang dapat menimbulkan

sengketa antara dokter dengan pasien dengan proses dan pelindungan hukum
yang jelas antara keduanya.

Kata Kunci : Peran Hukum, Hubungan Interaksi, Dokter, Pasien.

PENDAHULUAN kewenangannya secara profesional,
Di Tate Gallery, sebuah galeri Betapapun sederhana dan lugu
“fukisan di London tampak sebuah tampak lukisan itu, namun pelukisnya
lukisan berjudul ‘The Doctor’ Karya telah berhasil mengabadikan
Sir Luke Fildes. Penampilan dokter hubungan antara pasien dan dokter
tersebut sudah merupakan obat bagi  secaraamat menggugah. Perhatian,
pasiennya. Kehadirannya, kasih sayang, dedikasi dan sikap
penampilannya yang tenang, rendah hati semuanya tersinar dari
pengalaman dan keyakinan nya lukisan tersebut.
senantiasa tampak memberikan Akhir-akhir ini sengketa antara
harapan. ' dokter dengan pasien sering terjadi
Inilah sedikit gambaran tentang bahkan ada sebagian yang muncul di
seorang dokter, kebiasaan, sikapnya media massa bahkan di jalur hukum.
dan upayanya untuk Sebenarnya sorotan masyarakat
~mempertahankan citranya dalam terhadap profesi dokter merupakan
menjaga hubungan antara dokter satu pertanda bahwa saat ini
dengan pasien sambil menunjukkan sebagian masyarakat belum puas
perhatian, kasih sayang, dan terhadap pelayanan medis dan
dedikasinya di samping pengabdian profesi dokter di
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masyarakat. Pada umumnya
ketidakpuasan para pasien dan
keluarga pasien terhadap pelayanan
dokter karena harapannya yang tidak
dapat dipenuhi oleh para dokter, atau
dengan kata lain terdapat
kesenjangan antara harapan dan
kenyataan yang didapatkan oieh
pasien.

Bagaimanakah peran hukum
dalam hubungan interaksi antara
dokter dengan pasien?

PEMBAHASAN DAN ANALISIS
~ Pola Hubungan Interaksi Antara
. Dokter dengan Pasien
. Hubungan interaksi antara dokter
_dengan pasien telah terjadi sejak
‘dahuiu (jaman Yunani kuno), dokter
- sebagai seorang yang memberikan
pengcbatan terhadap crang yang
membutuhkannya. Hubungan ini
merupakan hubungan yang sangat
pribadi karena didasarkan atas
kepercayaan dari pasien terhadap
-gokter. Hubungan vang sangat pribadi
itu membutuhkan kondisi yang
terlindung dalam ruang konsulias.
interaksi antara dokter dengan
pasien ini berawal dari pola
hubungan vertikal paternalistik
seperti antara bapak dengan anak
vang bertolak dari prinsip “father
kniows best’ yang melahirkan
. hubungan yang bersifat paternalistic
(Hermien Hadiati, 1998 : 36).
Dalam hubungan ini kedudukan
dokter dengan pasien tidak sederajat
yaitu kedudukan dokter {ebih tinggi
daripada pasien karena dokter
dianggap mengetahui tentang segala
sesuatu yang perhubungan dengan

penyakit dan penyembuhannya.
Sedangkan pasien tidak tahu apa-
apa tentang hal itu sehingga pasien
menyerahkan nasibnya sepenuhnya
di tangan dokter. (Talcott Parsons,
1969 : 336).

Dokter berdasarkan prinsip
“father knows best” dalam hubungan
paternatistik ini akan mengupayakan
untuk bertindak sebagai ‘bapak yang
baik’, yang secara cermat, hati-hati
dengan bekal pengetahuan dan
ketrampilan yang diperolehnya untuk
menolong pasien.

Pola hubungan vertikal yang
melahirkan sifat paternalistik dokier
terhadap pasien ini mengandung
dampak positif dan dampak negatif.
Dampak positif membantu pasien,
dalam hal pasien awam terhadap
penyakitnya. Sebaliknya dapat juga
timbul dampak negatif, apabila
tindakan dokter yang berupa
langkah-iangkah dalam
mengupayakan penyembuhan
pasien itu merupakan tindakan-
membatasi otonomi pasien.

Pola hubungan yang vertikal
paternalistik ini bergeser pada pola
horizontal kontraktual. Hubungan ini
melahirkan aspek hukum harisontal
kontraktual yang bersifat
“inspanningsverbintenis” yang
merupakan hubungan hukum antara
2 (dua) subyek hukum (pasien dan
dokter) yang berkedudukan sederajat
melahirkan hak dan kewajiban bagi
para pihak yang bersangkutan.

Dokter berdasarkan ilmu
pengetahuan dan pengalamannya
(menangani penyakit) untuk
menyembuhkan pasien. Sikap hati-

AMANNA GAPPA
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hati dan penuh ketegangan dalam
mengupayakan kesembuhan pasien
itulah yang dalam kepustakaan
disebut sebagai “mef zorg en
inspanning”, dan oleh karenanya
maka merupakan
“inspanningsverbintenis”. dan bukan
sebagaimana halnya suatu
“risikoverbintenis® yang menjanjikan
Suatu hasil yang pasti. (Hermien
Hadiati Koeswadji, 1998 : 37).

Hubungan Hukum dalam Interaksi
Dokter dengan Pasien

Hubungan hukum kontraktual
yang terjadi antara pasien dan dokter
tidak dimulai dari saat pasien
memasuki tempat praktek dokter
sebagaimana yang diduga banyak
orang, tetapi justru sejak dokter
menyatakan kesediaannya yang
dinyatakan secara lisan (oraf state-
ment) atau yang tersirat (implied
statement) dengan menunjukkan
sikap atau tindakan yang
menyimpulkan kesediaan, misalnya
menerima pendaftaran, memberikan
nomor urut, menyediakan serta
mencatat rekam medisnya dan
sebagainya. Hubungan terapeutik
juga memerlukan kesediaan dokter.
Hal ini sesuai dengan asas
konsensual dan berkontrak (Sofwan
Dahian, 2000 : 32-33).

Mengenai syarat sahnya
transaksi terapeutik didasarkan
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, yang menyatakan
bahwa untuk syarat sahnya
perjanjian diperlukan 4 (empat)
Syarat sebagai berikut (Veronika
Komalawati, 1996 - 185)

DALAM PELAYANAN MEDIS 259

a. Sepakat mereka yang
mengikatkan dirinya
(toestemming van degene die
zich verbinden)

Saat terjadinya perjanjian bila

dikaitkan dengan Pasai 1320

Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata merupakan saat

terjadinya kesepakatan antara

dokter dengan pasien yaitu pada
saat pasien menyatakan
keluhannya dan ditanggapi oleh
dokter. Di sini antara pasien
dengan dokter saling
mengikatkan diri pada suatu
perjanjian terapeutik yang
obyeknya adaiah upaya
penyembuhan.

b. Kecakapan untuk membuat
perikatan (bekwaamheid om
eene verbintenis aan te gaan)
Secara yuiidis, yang dimaksud
dengan kecakapan untuk
membuat perikatan adaiah
kemampuan seseorang untuk
mengikatkan diri, karena tidak
dilarang oleh undang-undang.
Hal ini didasarkan Pasal 1329
dan 1330 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata.

Menurut Pasal 1329 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata
bahwa setiap orang adalah cakap
untuk membuat perikatan, jika oleh
undang-undang tidak dinyatakan
tidak cakap. Kemudian, di dalam
Pasal 1330 Kitab Undang-U ndang
Hukum Perdata, disebutkan orang-
orang yang dinyatakan tidak cakap
yaitu orang yang belum dewasa, dan
mereka yang ditaruh di bawah
pengampuan.
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260 | Endang Kusuma Astuti

Di dalam transaksi terapeutik,
pihak penerima pelayanan medis,
terdiri dari orang dewasa yang
cakap untuk bertindak, orang
dewasa yang tidak cakap untuk
bertindak, yang memeriukan
persetujuan dari pengampunya,
anak yang berada di bawah umur

~ yang memeriukan persetujuan dari
orang tuanya atau waiinya. (Endang
Kusuma Astuti, 2009 : 117)

Peran Hukum dalam interaksi
antara Dokter dengan Pasien

Tiada masyarakat tanpa hukum
dan tiada hukum tanpa masyarakat,
ibi soctetas, ibi ius (Lili Rasjidi dan
1.B. Wyasa Putra, 1993 : 33).
Demikian adagium dari Cicero
menggambarkan hubungan hukum
dalam masyarakat yang dalam
xonkiusi sederhana dapat
dinyatakan sebagai usaha
masyarakat untuk mengatur
kehidupannya sendiri yang berbeda
dengan hukum modern. Dalam
perspekiif hukum modern, hukum
telah nampak sebagai suatu sistem
mandirl yang memiiiki komponen
dan proses (prosedur) tersendiri
puta. Komponen utamanya adalah
masyarakat, aturan dan
kelembagaan (lembaga yang
menyelenggarakan proses
pembeniukan dan penerapan
Aukum).

Hukum mengatur perhubungan
anggota masyarakai. Dalam suatu
masyarakat terdapat hubungan
antara orang vang satu dengan
orang iain, yang kedua-duanya
sebagai anggota masyarakat

tersebut, antara orang dalam
golengannya, antara orang daiam
keluarganya, antara orang dengan
agamanya, perkawinan, tempat
kediaman, keanggotaan organisasi,
bermacam-macam perjanjian yang
diadakan dalam lapangan
perniagaan, merupakan hubungan
kemasyarakatan yang diatur oleh
nhukum.

Hampir semua ahii hukum yang
memberikan batasan mengenai
pengertian hukum berlainan. Hukum
banyak seginya dan demikian
iuasnya sehingga tidak mungkin
orang menyatukannya dalam satu
rumus secara memuaskan (L.J. Van
Apeldoorn, 2001 : 1).

riukum merupakan pedoman
tingkah laku sebagai perwujudan
ideal dari kebudayaan manusia yang
bersifat abstrak. Karena sifatnya
yang abstrak itu maka hukum tidak
cukup diketzhui dan dipahami
dengan hanya menyoroti kaidah-
kaidah iceal yang dianggap
merupakan pencerminan dari
sesuatu yang abstrak tadi.
Sehubungan dengan itu maka iebih
tepat jixa cara pendekatan dilakukan
secara scsiologis dan antropologis,
karena hukum merupakan
pencerminan dari masyarakat dan
kebudayaan masyarakat tempat
hukum tadi tumbuh dan perkembang
(Harold J. Berman dan William
Greiner, 1972 : 17).

Batasan rumusan tersebut
adalah hukum termasuk mengatur
tata tertib masyarakat. Di situiah
tampak apa yang menjadi suatu
tanda hukum, yaitu adanya perintah

AMANNA CAPPA
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(atau larangan) yang setiap orang
harus tunduk padanya. Sekalipun
orang wajib bertindak (berkelakuan)
sedemikian hingga tata tertib dalam
masyarakat tetap terpelihara. Hukum
membuat bermacam-macam
peraturan yang menentukan
hubungan antara orang vang satu
dengan yang lain. Dengan kata lain
hukum itu sendiri merupakan kaidah
(norma) yang harus ditaati oleh
anggota masyarakat.

Secara konseptual menyebutkan
adanya 4 (empat) unsur / komponen
yang esensial untuk dapat
dikategorikan sebagai hukum, yaitu
1. Adanya unsur normatif: 2. Adanya
unsur keteraturan (regularity); 3.
Adanya unsur pengadilan (court);
dan 4. Adanya unsur pelaksanaan
(enforcement). (Hermien Hadiati
Koeswadji, 1998 : 39).

Setiap saat hidup kita dikuasaij
oleh hukum. Hukum mencampuri
urusan manusia sebelum ia lahir dan
masih mencampurinya sesudah ia
meninggal. Hukum melindungi benih
di dalam kandungan ibu dan masih
menjaga jenazah orang yang telah
meninggal. la memberikan kepada
seseorang, langsung setelah ia
dilahirkan berupa hak-hak terhadap
ibu bapak dan meletakkan kewajiban
terhadap ibu bapak terhadap anak-
anaknya. Sejak lahir manusia
merupakan pendukung hak. Segala
benda yang mengelilingi manusia
merupakan obyek hak. Ikatan hukum
yang jumlahnya tak terhingga,
menghubungkan manusia yang satu
dengan manusia yang lain, darn
dengan dunia jasmani yang

DALAM PELAYANAN MEDIS

mengelilinginya.

Kenyataannya menunjukkan
bahwa kepekaan terhadap martabat
manusia makin meningkat.
Akibatnya, pemikiran terhadap
masalah hukum semakin
dihubungkan dengan hak-hak
manusia. Dalam hal yang demikian,
fungsi hukum adalah menjaga hak-
hak manusia. Hukum harus
melindungi hak-hak pribadi manusia,
Jadi, menitikberatkan tanggapan
umum, peranan hukum adalah
menciptakan suatu aturan
masyarakat yang baik sehingga hak-
hak manusia terjamin. Pada
prinsipnya hukum menghendaki
adanya penataan hubungan
terutama pada hubungan interaksi
antara dokter dengan pasien dalam
pelayanan medis.

Hukum melingkupi hubungan
interaksi antara dokter dengan
pasien sejak lahirya hubungan
hukum tersebut yaitu sejak pasien
menyatakan keluhannya dan dokter
menyanggupi untuk memeriksa dan
memberikan terapi, yaitu
berdasarkan pasa! 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata
mengenai syarat sahnya transaksi
terapeutik yaitu: 1. Sepakat mereka
mengikatkan dirinya. 2. Cakap dalam
membuat perjanjian. 3. Suatu hal
tertentu. 4. Suatu sebab yang halal.
Bila unsure pertama dan kedua
salah satu atau keduanya tidak
terpenuhi, maka perjanjian dapat
dibatalkan. Dan jika syarat ketiga dan
keempat salah satu atau kKeduanya
tidak terpenuhi, maka perianjian batal
demi hukum. Berdasarkan asas
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Pacta Sunt Servanda bahwa
perjanjian yang dibuat adalah
merupakan undang-undang bagi
pembuatnya, oleh sebab itu para
pihak tidak boleh mengingkarinya.
Karena dapat digugat di pengadilan
berdasarkan wanprestasi dan
perbuatan melawan hukum.

Hukum mengatur persyaratan
melakukan pekerjaan dokier, yaitu
mensyaratkan adanya lisensi yang
dapat diperoieh melalui permohionan
pada instansi kesehatan. Persyaratan
kewenangan yang di beberapa
negara lebih dikenal dengan sebutan
lisensi adalah merupakan pengakuan
formal atau jjin dari penguasa kepada
perseorangan untuk meiakukan
sesuawu. Danulu lisensi bagi
pekeriaan dokter disebut Surat ljin
Dokter (SID), tetapi belakangan
diubah menjadi Surat Penugasan
{SP;. Bagi dokteryang telah memilik
fisensi (licensed doctor) diberi
kKewenangan untuk meiakukan
pekerjaan dokier di sarana kesehatan
di seluruh wilayah Indonesia, vaitu di
Puskesmas, Rumah Sakit
Pemerintah ataupun Rumah Sakit
Swasta. Jika selain itu ingin
membuka prakiek swasta perorangan
maka ia wajib mengaiukan
permohonan Surat {jin Prakiek (SIP).

Perbedaan antara lisensi dan ijin
prakiek perseorangan sebetuinya
terletak pada otoritas kesehatan yang
mengeluarkan dokumen. Karena
lisensi bersifat nasional seharusnva
dikeluarkan olenh Menteri Kesehatan
sedangkan ijin praktek perseorangan
oleh otoritas kesehatan setempat
dengan memperhatikan mutu serta

pemerataan pefayanan kesehatan.
Untuk mepdapatkan lisensi dokter
di negara-negara maju yang
menggunakan sysfem aclive assess-
menttidak cukup dengan
menunjukkan bukti ijasah saja,
melainkan juga harus lulus ujian lisan
maupun tertulis yang diselenggarakan
oleh Board of Medical Examiners dan
bahkan harus mengikuti premedical
training lebin dahulu. Sedangkan di
indenesia hingga kini masih
menggunakan sistem passive as-
sessment dan belum melaksanakan
sistem ujian oleh Board. Tata laksana
memperoleh lisensi di sini juga masih
dikaitkan dengan kewajiban menjalani
masa bakii yang lamanya tergantung
lokasinya (Sofwan Dahlan, 2000 : 24).
Tujuan utama pengaturan itu
adalah untuk melindungi masyarakat
dari praktek pengobatan yang tidak
bermutu, bersifat coba-coba atau
yang dapat membahayakan
kesehaian, untuk malindugi
masyarakat dari penipuan oieh orang
vang sebenarnya tidak berhak dan
tidak berkempeten. Untuk
kepentingan tersebut pemerintah
periu melakukan intervensi dengan
menetapkan persvaratan bagi siapa
saja yang ingin melakukan ‘pekerjaan
dokter', meliputi persyaratan
kemampuan dan kewenangan.
Undang-undang tahun 2004
tentang Praktek Kedokteran Pasal 36-
37 dikatakan bahwa setiap dokter dan
dokter gigi yang melakukan praktek
kedokteran di Indonesfa wajib memiliki
Surat ljin Praktek yang dikeluarkan oieh
pejabat kesehatan yang berwenang di
Kabupaten / Kota tempat praktek

AMANNA GAPPA



ANAUS?S HUKUM INTERAKSI DOKTER DENGAN PASIEN

kedokteran / kedokteran gigiyang
dilaksanakan dan hanya diberikan
paling banyak 3 tempat praktek.
Persyaratan mendapatkan Surat ljin
Praktek diantaranya Surat Tanda
Registrasi Dokter, mempunyai tempat
prakiek, dan rekomendasi dari
organisasi profesi.

Hukum berperan pula mengatur
mengenai standar profesi dokter
diantaranya dalam Undang-Undang
no. 29 tahun 2004, pada Pasal 44
tidak disebutkan istilah standar
profesi, tetapi menggunakan istilah
standar pelayanan kesehatan.
Disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1)
Undang-Undang no. 29 tahun 2004
menyebutkan bahwa dokter dan
dokter gigi dalam menyelenggarakan

- praktek kedokteran wajib mengikuti
standar pelayanan kedokieran /
kedokieran gigi dan Pasal 24 ayat (1)
Undang-Undang no. 36 tahun 2009
disebutkan bahwa tenaga kesehatan
RS remenufi’ ketentuan kode
etik, standar profesi, hak pengguna
pelayanan kesehatan, standar
peiayanan, dan standar prosedur
Operasicnal. Ayat (2) ketentuan
mengenai kode etik dan standar
profesi diatur oleh organisasi profesi.

Seorang dokteryang
menyimpang dari standar profesi -
kedokteran melakukan kesalahan
profesi, dan jika dapat dibuktikan
bahwa dokter itu telah menyimpang
dari standar profesi kedokteran,
memenuhi unsur culpa fata atau
kelalaian berat dan tindakan itu
menimbulkan akibat yang serius, fatal,
maka dokter tersebut telah melakukan
malpraktek dan melanggar Pasal 358
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dan 360 Kitab Undang-Undang"
Hukum Pidana. Hal ini merupakan
aspek pidana malpraktek.

Penerapan standar profesi
kedokteran memainkan peranan
yang sangat penting dalam
pembuktian malpraktek medis. Untuk
pembuktian malprakiek secara
perdata tidak diperiukan pembuktian
culpa lata [ kelalaian berat tapi cukup
Culpa levis. Aspek perdata meliputi
unsur : menyimpang dari standar
profesi kedokteran, adanya kelalaian
meskipun hanya culpa levis
{kelalaian ringan); dan ada kaitannya
kausal antara tindakan medis
dengan kerugian yang merupakan
akibat dari tindakan medis tersebut.

Pelanggaran terhadap standar
profesi medis, selain dapat
mengakibatkan pelanggaran digugat
secara perdata untuk membayar
ganti rugi, dalam hal pasien
menderita kerugian. Selain itu juga

dapat dituntut secara pidana, dalam
hal memenuhi unsur-unsur pidana,
karena kesalahan atau kelalaian
dokter, menyebabkan pazien cacat
atau meninggal dunia. Menyalahi
prosedur tindakan medis, dapat pula
dinamakan sebagai pelanggaran
terhadap standar profesi medis.
Selain itu pelanggaran terhadap
standar profesi medis dapat pula
dikenakan sanksi administratif.
Sanksi administratif yang paling
berat adalah berupa pencabutan ijin
praktek dokter, dalam arti tidak
mempunyai kewenangan untuk
bekerja sebagaitenaga kesehatan,
dan sanksi yang paling ringan yaitu
hanya mendapat teguran lisan.
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Persetujuan tindakan medis
adalah istilah dalam bahasa Indone-
sia untuk informed consent.
Informasi yang harus diberikan
adalah tentang keuntungan dan
kerugian dari tindakan medis yang
akan dilaksanakan, baik diagnostik
maupun terapeutik. Selanjutnya tidak
dirinci lagi apa isi informasi tersebut,
diserahkan kepada dokter yang
bersangkutan. Leenen memberikan
pendapat tentang isi dari informasi :
1) diagnose; 2) terapi, dengan
kemungkinan alternatif terapi; 3)
tentang cara Kerja dan pengalaman
dokier; 4; risike; £) kemungkinan
perasaan sakit ataupun perasaan
iainnya (misalnya gatal-gatal); 8)
keuntungan terapi; 7) prognoss.

Dalam penyampaian informasi
harus ada kesamaan bahasa atau
setidaknva ada pendekatan dalam
pengentian 4an orang yang menerima
informasi. Eila terdapat kesenjangan
vang besar antara bahasa pemberi
informasi dengan bahasa penerima
informasi, maka usaha pemberian
informasi bukan saja tidak mencapai
tujuan, bahkan dapat mengarah
kepada salah pengeriian,

Pasien sebagai individu vang
mempunyai otongcmi harus
memberikan persetujuan teriebih
dahulu ternadap pemeriksaan medis,
pengobatan atau tindakan medis
yang akan dilakukan terhadap
tubuhnya setelah mendapat
penjelasan dari dokter.

Tindakan medis tertentu yang
memerlukan /nformed consent
menurut pendapat Roach, Chernoff
dan Esley: 7) Major or minor inva-

sive surgery. 2) All procedures that
involve more than slight risk of harm.
3) All form of radiological therapy. 4)
Electro-convulsive therapy. 5) Al
experimental procedures. 6) All
praocedures for which consent form
are required by statute or regulation
(Sofwan Dahlan, 2000 : 3).

Hakekatnya “informed consent’
mengandung 2 (dua) unsur esensial,
yaitu :1). Informasi yvang diberikan oleh
dokter, (information for consent) dan
2). Persetujuan yang diberikan oleh
pasien (statement of informed con-
sent) (Hermien Hadiati, 1998 : 74).

Di Indonesia terdapat Ketentuan
tentang informed consent yaitu : 1)
Pasal 15 Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 1981. 2) Peraturan
Menteri Kesehatan Repubiik indone-
sia Nomor 585/ Men.Kes/Per/ IX/
1989 tentang Persetujuan Tindakan
Medis Pada Bab |, Pasal | huruf (a).
3) Pernyataan ikatan Dokter Indone-
sia tentang /nformed Consent
terdapat pada Surat Keputusan
Pengurus Besar tkatan Dokter
Indonesia Nomor 319/ PB/A.4/88.

Ketiga syarat di atas harus
dipenuhi semuanya, untuk
menghilangkan sifat bertentangan
dengan hukum karena adanya Pasal
351 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana. Dan apabila saiah satu
syarat tidak dipenuhi maka dapat
dikenai Pasal 351 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana.

1) Penganiayaan diancam dengan
pidana penjara paling lama 2 tshun

8 bulan atau denda paling banyak

300 rupiah (di negeri Belanda

denda paling tinggi 600 gulden),
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2) Jika perbuatan mengakibatkan
luka-luka berat, yang bersalah
dikenakan denda pidana penjara
paling lama 5 tahun,

3) Jika mengakibatkan mati,
dikenakan pidana penjara paling
lama 7 tahun,

4) Dengan penganiayaan disamakan
sengaja merusak kesehatan,

5) Percobaan untuk melakukan
Kejahatan ini tidak dipidana

PENUTUP
Kesimpulan

Peran hukum dalam hubungan
interaksi antara dokter dengan
pasien daiam pelayanan medis
adalah bahwa hukum mencampuri
hubungan manusia sejak manusia
dalam kandungan hingga tetap
menyertainya sampai meninggal
dunia. Dalam interaksi antara dokter
dengan pasien hukum berperan
sejak saat lahirnya hubungan hukum
antara dokter dengan pasien hingga
menyelesaikan sengketa yang timbul
di antara mereka, hukum berperan
menjatuhkan sanksi terhadap yang
dinyatakan bersalah. ’

Saran

Dalam interaksi antara dokter
dengan pasien dalam pelayanan
medis sebaiknya digunakan bahasa
vang sederhana sehingga mudah
dimengerti oleh kedua pihak agar
tidak menimbuikan salzh persepsi.
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